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ABSTRACT
Keywords: This research discusses land dispute resolution in
land dispute Central Kalimantan with a focus on the implementation of
resolution, Dayak Ngaju Customary Law. The Dayak community has
Dayak  Ngaju a strong tradition of customary law that plays a crucial role
customary law, in governing their lives. Although there is an option to use
Central the court system for dispute resolution, some parties
Kalimantan. choose customary law as they believe it is more effective

and suitable for land-related issues. However, the
recognition of Dayak customary law by the government
poses challenges to its implementation. While local
governments acknowledge and protect Dayak Ngaju
customary law, there are still shortcomings in the legal
certainty that supports this customary law. In land dispute
resolution, customary institutions such as Damang Kepala
Adat play a significant role in regulating and resolving
conflicts based on customary law principles. The
mechanisms for resolving land disputes through Dayak
Ngaju customary law involve customary deliberation and
mediation. There are also rules and sanctions that govern
the implementation of customary law. This research
provides a better understanding of the benefits of
customary institutions in land dispute resolution. The
research methodology employed is empirical legal
research with a socio-legal approach. Data were obtained
through in-depth interviews and patrticipatory observation.
In the resolution of land disputes using Dayak Ngaju
customary law, there are obstacles such as the influence
of modernization and the lack of government attention.
The dynamics of implementing Dayak Ngaju customary
law have a significant impact on land dispute resolution,
emphasizing the importance of customary law and
respect for customary values. To enhance the
effectiveness of customary law implementation, efforts are
needed to raise awareness and gain broader recognition
of customary law by the government.

ABSTRAK
Kata Kunci: Penelitian ini  membahas mengenai Dinamika
penyelesaian penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah
sengketa tanah, dengan fokus pada pelaksanaan Hukum Adat Dayak
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hukum adat Ngaju. Masyarakat Dayak memiliki tradisi hukum adat
Dayak Ngaju, yang kuat dan berperan penting dalam mengatur
Kalimantan kehidupan mereka. Meskipun ada opsi untuk
Tengah. menggunakan pengadilan dalam penyelesaian sengketa,

beberapa pihak memilih hukum adat karena dianggap
lebih baik dan sesuai dengan masalah pertanahan yang
dihadapi. Namun, pengakuan pemerintah terhadap
hukum adat Dayak menjadi kendala dalam
pelaksanaannya. Meskipun pemerintah daerah mengakui
dan melindungi hukum adat Dayak Ngaju, masih ada
kekurangan dalam kepastian hukum yang mendukung
hukum adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa
tanah, lembaga adat seperti Damang Kepala Adat
memiliki peran penting dalam mengatur dan
menyelesaikan sengketa dengan menggunakan prinsip-
prinsip hukum adat. Mekanisme penyelesaian sengketa
tanah melalui hukum adat Dayak Ngaju melibatkan
musyawarah adat dan mediasi. Terdapat juga aturan dan
sanksi yang mengatur pelaksanaan hukum adat tersebut.
Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang manfaat lembaga kedamangan dalam
penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan socio-legal. Data diperoleh  melalui
wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dalam
penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat
Dayak Ngaju, terdapat hambatan seperti pengaruh
modernisasi dan kurangnya perhatian pemerintah.
Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian
sengketa tanah.

PENDAHULUAN

Kalimantan Tengah, dengan keragaman budayanya yang sangat kaya dan
suku Dayak sebagai mayoritas penduduknya, memiliki tradisi hukum adat yang
sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Dayak, termasuk
penyelesaian sengketa tanah. Hukum adat Dayak, yang diwariskan secara turun-
temurun, memiliki nilai-nilai luhur, religius dan cara hidup yang unik,
menjadikannya sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah
dengan mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal. Tanah adalah
sumber kehidupan yang sangat berharga bagi masyarakat Dayak dalam
melestarikan tatanan struktur sosial, tradisi dan kesejahteraan masyarakat dayak.
Dinamika yang terjadi saat ini meskipun Hukum Adat Dayak diakui oleh
pemerintah Daerah melalui berbagai peraturan daerah dan undang-undang
nasional, pelaksanaan hukum adat Dayak dalam menyelesaikan sengketa tanah
di Kalimantan Tengah masih menemui berbagai hambatan. Hambatan-hambatan
ini kompleks dan saling terkait, dan dapat dikategorikan menjadi beberapa faktor
utama pemicu terjadinya permasalahan terkait pertanahan yang terjadi di
kalimantan tengah, seperti tumpang tindih hak atas tanah yang berujung pada
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sengketa (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018), pernyerobotan atas tanah kepemilikan
tanah (Jenri Ranteallo & Yana Sukma Permana, 2022), dan berbagai konflik
pertanahan lainnya. Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, baik pihak yang
bersengketa maupun pihak berwenang mempunyai pendekatan yang berbeda
dalam penyelesaian kasus tersebut. Selama ini penyelesaian sengketa
pertanahan dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan dan melalui jalur non
litigasi atau di luar pengadilan (Hidayat & Komarudin, 2020). Meskipun ada
banyak peluang untuk mengajukan perkara melalui pengadilan, beberapa pihak
memilih untuk menghindarinya. Karena pandangan masyarakat dayak bahwa
mengajukan gugatan melalui pengadilan itu banyak memakan biaya, kemudian
durasi waktu penyelesaian yang panjang, dan berbelit-belit urusanya. Namun
pihak-pihak yang terlibat telah memilih apa yang mereka anggap sebagai solusi
yang lebih baik atau lebih sesuai terhadap permasalahan pertanahan yang
dihadapi yaitu melalui Lembaga Adat. Pada penelitian sebelumnya telah
mengungkapkan Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marinda dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke Syntax Literate; Jurnal
liImiah Indonesia. (Purnama et al.,, 2021) pentingnya pelaksanaan hukum adat
dalam penyelesaian sengketa tanah yang memiliki peran yang signifikan dalam
mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati nilai-nilai adat budaya
setempat. Lembaga adat kedamangan memiliki fungsi sebagai forum
penyelesaian sengketa yang diakui oleh masyarakat Dayak kalimantan tengah
dan sekaligus memiliki otoritas dalam memberikan keputusan yang adil dan
mengandung nilai-nilai budaya yang baik. Melalui proses persidangan adat dayak
pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan final.

Disisi lain pengakuan terhadap hukum adat dayak oleh pemerintah juga
menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum adat Dayak saat ini. Kurangnya
kepastian hukum yang mendukung keberadaan hukum adat dayak dalam
menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Berdasarkan hal
tersebutlah peneliti merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti yaitu: (1.)
Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat dayak dalam
penyelesaian sengketa tanah? (2.) Bagaimana pengaruh dinamika pelaksanaan
hukum adat dayak terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah?
Kemudian berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti juga menuturkan Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk: (1.) Menganalisis mengenai hambatan-hanbatan
yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum adat dayak dalam penyelesaian
sengketa tanah. (2.) Menganalisis pengaruh dinamika pelaksanaan hukum adat
terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengabh.

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah No.16 tahun 2008 tentang Lembaga
Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Keberadaan hukum adat Dayak Ngaju
sesungguhnya diakui dan dilindungi oleh pemerintah Daerah, pengakuan ini
merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak budaya di Indonesia.
Dikuatkan pula dengan membentuk lembaga-lembaga adat, seperti Dewan Adat
Dayak (DAD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat
Dayak di Kalimantan Tengah. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, DAD
bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas Damang Kepala Adat
dalam hal pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan,
dan penegakan hukum adat Dayak di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan
Tengah. (Joanita Jalianery, n.d.)
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Di dalam Pasal 18A dan Pasal 18B, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar
1945 menetapkan bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya memberlakukan
pengakuan terkait dengan masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen kedua
pada tahun 2000 memberikan perlindungan yuridis konstitusional kepada
masyarakat hukum adat. (UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, n.d.) Ini juga menjadi dasar penguatan terhadap
pengaturan hukum adat Dayak yang di akui secara hukum nasional. Kemudian
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengakuan terhadap hukum adat
sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga. Salah satu contoh
pengakuan ini adalah pengakuan terhadap Hukum Adat Dayak Ngaju di
Kalimantan Tengah tertuang dalam PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13
tahun 2009. Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dilaksanakan
berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum. Kemudian Pengaturan
tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk
melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakat adat untuk melestarikan
adat yang hidup dimasyarakat guna menunjang keberhasilan pembangunan dan
kelancaran jalannya pemerintahan, serta memperjelas kepemilikan, penguasaan
dan pemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah. (PERGUB Prov.
Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2009, n.d.)

Hukum Adat Dayak Ngaju memiliki sejarah yang panjang dan mencerminkan
nilai-nilai luhur dan cara hidup yang unik dari masyarakat Dayak Ngaju. Salah satu
aspek penting dari hukum ini adalah perannya dalam menyelesaikan sengketa
tanah di Kalimantan Tengah. Sengketa tanah merupakan masalah yang kompleks
dan sering terjadi di Kalimantan Tengah, di mana konflik antara masyarakat adat
dan pihak luar sering kali timbul. Dalam konteks ini, Hukum Adat Dayak Ngaju
dapat menjadi alat yang efektif dalam penyelesaian sengketa tanah, mengingat
keberadaannya yang telah diakui oleh negara sebagai bagian dari perlindungan
budaya. (Stella, 2023)

Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah
di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari peran Damang Kepala adat dan Mantir
Adat yang memegang otoritas dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum adat
sesuai dengan kebiasaan. Lembaga adat seperti Damang Kepala Adat memiliki
peran penting dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa tanah dengan
menggunakan prinsip-prinsip hukum adat yang telah ada. Dalam penyelesaian
sengketa tanah menggunakan Hukum Adat Dayak Ngaju, terdapat beberapa
mekanisme yang biasa digunakan. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui
musyawarah adat, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa duduk
bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam musyawarah adat, Damang Kepala
adat dibantu oleh let mantir adat bertindak sebagai mediator dan membantu
memfasilitasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat sengketa.
(Setiawan et al., 2023)

Selain musyawarah adat, terdapat juga mekanisme mediasi yang dapat
digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah dalam Hukum Adat Dayak Ngaju.
Mediasi dilakukan oleh Damang kepala adat yang bertindak sebagai mediator
independen untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai
kesepakatan yang saling menguntungkan.Dalam penyelesaian sengketa tanah
menggunakan Hukum Adat Dayak Ngaju, terdapat pula aturan dan sanksi yang
mengatur pelaksanaan hukum adat tersebut. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk
memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui
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proses penyelesaian sengketa tanah oleh damang selaku kepala adat. Sanksi-
sanksi tersebut dapat berupa denda, penghentian sementara hak-hak adat, atau
pengucilan dari masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang
signifikan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga
kedamangan. Beberapa kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk
memberikan Pemahaman yang Lebih Baik tentang Manfaat Lembaga
Kedamangan, Penelitian ini menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang
manfaat penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga kedamangan. Ini
membantu masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum untuk mengakui nilai
dari pendekatan ini dalam mencegah konflik, mencapai keadilan, menghemat
waktu dan biaya, serta memelihara hubungan sosial yang sehat. Pemahaman
tentang Peran Lembaga Kedamangan, Penelitian ini merinci peran lembaga
kedamangan dalam mediasi dan arbitrase sengketa tanah. Ini memberikan
wawasan yang jelas tentang bagaimana mediator dan arbiter berperan dalam
membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan pengetahuan yang kuat
dan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam
penyelesaian sengketa tanah, dan dapat membantu dalam meningkatkan
efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan proses penyelesaian sengketa tanah
melalui lembaga kedamangan.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian
hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang
bertujuan untuk melihat hukum secara keseluruhan dan melihat bagaimana
hukum berfungsi dalam masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2018) Dalam Panelitian ini
penulis menggunakan pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal sangat
penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang fenomena
hukum yang terjadi di masyarakat. Misalnya relevansinya dalam penelitian tentang
Dinamika pelaksanaan hukum Adat Dayak ini dalam penyelesaian sengketa tanah
yang terjadi di Kalimantan Tengah. Socio-legal mencakup hukum yang lebih luas
daripada hanya mempelajari keputusan hakim. Metode sosio-legal melihat
instrumen hukum sebagai cara untuk melakukan analisis yang lebih kontekstual.
(Kadarudin, 2021)

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode pengumpulan Data
yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang
memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan hukum adat Dayak
seperti Damang Kepala Adat dan para mantir adat, pihak-pihak yang bersengketa.
Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam tentang judul penelitian yang diangkat “dinamika
pelaksanaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah”. Kemudian data
yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi diartikan
sebagai “suatu teknik penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri
suatu teks secara obyektif dan sistematis” (Holsti, 1969). Lebih khusus lagi,
Weber (1990) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan kombinasi proses yang
bertujuan untuk mengelompokkan teks ke dalam beberapa kategori. Definisi di
atas menunjukkan bahwa analisis isi mencakup serangkaian elemen yang
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mencakup teks, prosedur sistematis, dan kesimpulan yang diambil berdasarkan
prosedur objektif. (Hartono M, 2018)

PEMBAHASAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah

Dalam penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat Dayak, ada
beberapa hambatan yang dihadapi. Pertama, adanya pengaruh modernisasi dan
globalisasi membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan
norma-norma sosial dalam masyarakat Dayak. Pengaruh modernisasi dan
globalisasi memang membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan
lokal dan norma-norma sosial dalam masyarakat Dayak, termasuk dalam
penyelesaian sengketa tanah adat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek:
pertama Pergeseran Gaya Hidup, Modernisasi dan globalisasi ini membuka akses
bagi masyarakat Dayak terhadap berbagai gaya hidup baru, budaya luar, dan
teknologi. Hal ini dapat memicu perubahan pola pikir dan nilai-nilai tradisional,
termasuk dalam memandang tanah dan penyelesaian sengketanya. Kemudahan
akses informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat Dayak untuk
mempelajari sistem hukum lain, seperti hukum positif, yang mungkin dianggap
lebih modern dan efisien dibandingkan hukum adat. Hal ini menyebabkan
beberapa anggota masyarakat mulai mengabaikan hukum adat dan memilih
menggunakan hukum positif yang lebih terstandarisasi. Dampak terhadap HAM,
Modernisasi dan globalisasi membuka peluang bagi investasi dan eksploitasi
sumber daya alam di wilayah adat Dayak. Hal ini dapat memicu konflik dan
sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar. Kurangnya
pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat Dayak dalam sistem
hukum positif dapat menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggusuran paksa
dan perampasan Tanah milik masyarakat Adat. Kedua, pengaruh hukum nasional
yang dominan dan kurangnya perhatian pemerintah terkait dalam mendukung
penyelesaian sengketa secara hukum adat sehingga menjadi hambatan dalam
melaksanakan hukum adat Dayak. Ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran
pihak-pihak yang bersengketa tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai
hukum Adat yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dayak untuk menjaga
keutuhan bersama. Walaupun PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13
tahun 2009. tentang Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah
dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastian hukum, tetapi dalam
pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di
Kalimantan Tengah, masih terdapat hambatan yang perlu diselesaikan bersama
baik oleh pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Contah seperti yang
diberitakan pada Kompas.ld, “Sampai saat ini persoalan tata ruang wilayah di
Indonesia masih kerap jadi masalah. Di Kalteng, tata ruang yang bermasalah jadi
pemicu konflik di antara masyarakat hingga pelaku bisnis”. (Tumpang Tindih
Lahan Hutan Berujung Konflik Di Kalteng, ATR/BPN Didesak Atasi - Kompas.ld,
n.d.)

Kemudian belum cukup memadai dalam menjamin kepastian perlindungan
hukum hak atas tanah adat di kalimantan tengah, kenyataan berarti konflik
masyarakat adat Dayak dengan pengusaha yang melakukan investasi di satu
wilayah tanah adat.
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Pengaruh Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju terhadap
Penyelesaian Sengketa Tanah di Kalimantan Tengah

Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah.
Beberapa pengaruh tersebut antara lain:

1) Pentingnya peran hukum adat, dalam penyelesaian sengketa tanabh.
Melalui lembaga adat kedamangan dan let adat/mantir adat dayak,
penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses musyawarah,
mediasi, dengan mencapai keputusan yang adil, mengikat, dan final.

2) Menghormati nilai-nilai adat, Pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam
penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan Tengah juga menghormati
nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Hal ini penting
untuk menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi masyarakat Dayak.

3) PERGUB. Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009. tentang
Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah Tidak cukup
menjamin kepastian perlindungan hukum hak adat atas tanah di
Kalimantan Tengah, karena kenyataannya masih terjadi konflik antara
masyarakat adat Dayak dan pengusaha yang berinvestasi di wilayah tanah
adat.

Dinamika pelaksanaan hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian
sengketa tanah di Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar dalam
mencapai penyelesaian yang adil dan menghormati nilai-nilai adat. Melalui
lembaga adat seperti Lembaga Adat Kedamangan, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini
memungkinkan terciptanya keputusan yang adil, mengikat, dan final serta sejalan
dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Dayak Ngaju.
Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa termasuk dalam kategori
non-litigasi. Dalam kategori ini, penyelesaian konflik atau sengketa dilakukan
secara kooperatif dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan
kedua belah pihak.

Meskipun demikian, pengaruh dinamika pelaksanaan hukum Kedamangan
terhadap penyelesaian sengketa tanah masih terlihat. Pendekatan partisipatif
melalui lembaga adat memungkinkan terciptanya keputusan yang lebih adil dan
menghormati nilai-nilai adat. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat dan
mengakui peran hukum adat dayak dalam penyelesaian sengketa tanah, serta
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hal ini.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum adat dayak dalam
penyelesaian sengketa tanah, perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada
masyarakat adat, terkait pengakuan yang lebih luas terhadap hukum adat oleh
pemerintah, serta adanya kerjasama antara hukum adat dan hukum nasional.
Dengan demikian, dapat tercapai penyelesaian sengketa tanah yang lebih baik
dan harmonis di Kalimantan Tengah.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dinamika pelaksanaan
hukum adat Dayak Ngaju dalam penyelesaian sengketa tanah di Kalimantan
Tengah memiliki peran yang signifikan dalam mencapai penyelesaian yang adil
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dan menghormati nilai-nilai luhur adat. Namun, pelaksanaan hukum adat
menghadapi hambatan seperti Pengaruh modernisasi dan globalisasi memang
membawa perubahan terhadap penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-
norma sosial dalam masyarakat Dayak, termasuk dalam penyelesaian sengketa
tanah adat. Hal ini dapat dilihat dari aspek Pergeseran Gaya Hidup dan HAM.
Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak-hak adat pada
masyarakat Dayak dalam sistem hukum positif sehingga menyebabkan
pelanggaran HAM. Dampak Modernisasi dan globalisasi terhadap HAM bagi
masyarakat Dayak, membuka peluang bagi investasi dan eksploitasi sumber daya
alam di wilayah adat Dayak. Hal ini menjadi pemicu konflik dan sengketa tanah
antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar. Dinamika pelaksanaan hukum
adat memiliki pengaruh yang penting terhadap penyelesaian sengketa tanah,
termasuk pentingnya peran hukum adat dan penghormatan terhadap nilai-nilai
adat. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum adat, diperlukan upaya
pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat serta pengakuan yang lebih luas
terhadap hukum adat oleh pemerintah.
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